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KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatian kehadwat Allah SWT atas limpahan rahmat
dan karunianya sehingga Laporan Tahunan Layanan Informas: Publik Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentas: Pembantu pada Biro Hulkum Sekretanal
Dasrah Provinsi Lampung Tahun 2021 dapat terselesaikan  dengan  baik
sahagaimana mastinya

Penyusunan Laparan Tahunan im adalah rekapitulas: dar pelayanan mformas
publik yang diakukan sepanjang tahun 2021 setagal bentuk pelaksanaan tugas
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembaniu pada Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung yang teruang melalui Keputusan Gubemur.

Laporan Layanan Informas: Publik yang leiah tersusun ini tdakleh sempurna, oleh
sehab ity kami membuka dirfi untuk segala jenis saran dan masukan agar
penyusunan laporan tabunan selanjutnya dapat lebih baik lagi.

Pembina tama Muda
NIP, 189850805 195103 1 D04
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BAB |
GAMBARAN UMUM KEBLIAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Dasar Hukum PPID

D era digital saal ini keterbukaan Informasl Publik merupakan @minan hiukum bag

satiap orang untuk mempercleh informasl sebagai salah catu hak asasi manusia

sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa satiap
orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk nwnmm
privadi dan lingkungan sosialnya, sera berhak untuk mencar, memparclieh, mamiliki,
dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan Undang-Undang Momor 14 Tahun 2008 tentang Ketsrbukaan Informasi

Publik dan Peraturan menten Dalam Negen Nomar 3 tahun 2017 Tentang Kelerbukaan

Informasi Publk sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1)

hek setiap orang unfuk mempercleh informas: publik; (2) kewajiban badan publik dalam

menyedigkan dan melayam permohanan informasi publik secara cepat, lepal waktu
biaya nngan/proporsional, dan cara sederhana Dasar hukumilandssan dalam
pengelolaan informasi publik,

1 Undang-Undang Nomar 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Pubilik

2 Undang-Undang Nomar 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomer 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,

4. Undang-Undang WNomor 23 Tahun 2014 femtang Pemerintahan Deerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Momor 9
Tahun 2015;

5, Peraturan Meniern Negsra Pendayagunaan  Aparaiur Negara  Nomor
PER/M2/M PAN/18/Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di
Lingkungan Instansi Pemeanniah;

6 Perafuran Gubarnur Provinsi Lampung Nomor GR225/011 0T/HK2016 lentang Pejabat
Pengelala Informasi dan Dokumentas: (PPID) Provinsi Lampung

Peraturan Gubernur Lampung Tabun 2047 Tentang Standar Operasonal

=
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Prosedur Pelayanan Publik Pejpbot Pengelola Informasi dan Dokumentas)
Provinsl Lampung
Dengan membuka akses publik terhadap nformas| dibarapkan badan publik lermotivasi
untuk bertanggung jawab dan beronentasl pada pelayanan publik yang sebaik-batknya
Dengan demikian, hal Nu dapal memparcepal perwujudan Pemarintahan yang terbuka
¥ang merupakan upaya sirategis mencegah prakiik korupsh kolusi, dan nepolisme
{KKN), dan terciptanys tata kelola pemeriniahan yang baik (good governanca).
Selain u dengan pengelolaan yang balk, maka pemerinizh dapal bersama-sama
mambankan informasi yang berimbang, akurat dan terpércaya sahingga aps yang
diterima oleh masyrakat ialah berita-berita yang benar Hal in| penting dilakulkan urtulk
meminsmalisir bema-berita hoax yang marak beredar bahkan tidak diketahul sumber

serta kebenarannya

B. Tugas dan Fungsi PPID

Tugas;

Merencanzkan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mangevaluasi
pelsksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informas: di lingkungan Biro
Hukum Sekretanat Dasrah Provinsi Lampung

Fungsi:

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan  bahan informas
dan dokumentas publk di ingkungan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung

£ Pengolahan, penataan, dan penyimpanan data dan/atau informasi publik yang
thperoleh difingkungan Biro Hukum Sekrefanat Daerah Provinsi Lampung;

3. Mengelola dan melayam informasi publik seda dokumentasi di Imgkungan Biro
Hukum Sekretanat Daersh Proving: Lampung

4 Menjamin ketersedian dan akselarasi layanan informasi dan dokumentasi bagi
pemohan  informasi secara cepal, tepat, berkualitas dengan mengedapankan
prinsip — pninsip pelayanan prima;

2 Melakukan verifikasi bahan informasi publik;

6. Melakukan uj konsekuens: atas informasi yang dikecualikan daengan berdasarkan
aturan yang berlaku dan analisa kajian terhadap data dan informasi terkan
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7 Melakukan pemutakhiran atau pembaharuan informas) dan dokumentas) secara
barkala,

8 Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarkat,

9. Menolak memberkan Informasl yang dikecuahkan sesual dengan ketentuan
perundang-undangan;

10. Membenkan pertimbangan dan kajlan cakupan pemberian informasi,  fujuan
parmintaan infarmasi serta mekanisme pemberan informas.

11 Membuat Daflar Informasi Publik dan Daltar Informasi yang dikecualikan di Biro
Hukum Sekretarat Dasrah Provinst Lamplng,

C. Azas Pelayanan Informasi Publik

1. Transparansi
Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh samua pihak yang membutubkan
can disediakan secara memadal serta mudah dimengerti

2. Akumabilitas
Dapat dipertanggung jawabkan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,

3. Kondisional
Sesual dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan
dengan tefap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektvitas.

4  Partisipatif
Mendorong peran sera masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan Informasi
Publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat

5 Hesamaan Hak
Tidak Disknminatf dalam arti tidsk membedakan suku, agama. ras, golongan,
gendar dan status ekonam|

B, Keseimbangan hak dan kewajiban
Pemben dan penenma pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewsajiban
masing-masing pihak
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D. Strukiur Organisasi Layanan Infarmas| Publik

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMAS! DAN DOKUMENTAS! (PPID) PEMBANTU
BIRD HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

No| Jabatan B Jabatan dalam Dinas

1| Atasan PPID Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

2 PPIDPembanti | Kepaia Bagian Bantuan Hukum | Kabag yang membidangl

' Ketatausahaan
| Analis Hukum Ahli Muda Sub Koordinator Substans:
3 Sekrataris
Dokumentas Informasi Hukum
‘4] Koordinator | Kasubbag, Tata Usaha |
5| Sub ' 1) Perancang Peraturan Perundang undangan Sub I
Koordinatorn | Koordinator Substansi Produk Hukum Pengaturan
Angooia | 2) Perancang Peraturan Perundang undangan Sub

Koordinalor Substans Produk Hukum Penatapan

3) Analis Hukum Anll Muda Sub Koortinator Subsisnsi
Pembinasn dan pengawasan Produs Hukum Daerah wil |

4) Analig Hukum Ahli Muda Sub Koordinator Subsiansi
Pembinaan dan pangawasan Produs Hukum Daerah wil Il |

5} Analis Hukum Ahli Muda Sub Koordinator Substansi .
Pambinaan dan pengawasan Produk Hukum Daarah wal 11l |

B) Analis Hukum Ahli Muda Sub Koordinator Substansi !
Litigasi

7) Anals Hukum Ahk Muda Sub Koordinator Substansi Non

Litigasi |

- J
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& Laman Arsip Produk Hukum Daerah

<+ Leman Arsip Kegiatan

< Leman Arsip Kepegawaian

+ Mega kera

< Kursi kera

< Akses Wifi yang memadai sebagai sarana penyam paian informasi melalui media
digital.

. Sumber Daya Manusia Layanan Informasi Publik

Pelayanan informasi dan dokumentaz publik pada PPID Pembantu Biro Hukum
Sewretanat Daerah Prowingi Lampung dilakukan oleh sumber daya manusia yang
ada pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

. Anggaran Layanan Informasi Publik

Anggaran dalam rangka penunjang layanan informas publik pads Bio Hukum
Sekratanat Daerah Provins: Lampung belum teralokasi atau belum memiliki
anggaran PPID Khusus Sehingga dalam pelaksanaannya mash dilakukan secara
mandin dengan memaksimalkan kemampuan Sumber Daya Manusia dan Sarana
Prasarana yang dimiliki cleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
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A Melanimme Layenan informasi Pubis
Lrpanass wistasa Pwate Pergenis VA sman dan Dokgewetss PRI pede
B Muau= Sevrviarat Daerah Provins Lampung terdesarsan Kepduser Kepats
Beo Mt Setreanmt Daerah Provine Lamoung Momer 8001 10 VI077 \argge
11 Febran N2 wrtary Perugiaen Pejabel  Pergeicls  informas  den
Dotumentas (PPID) Pembanty Bro Pade Mukum Sekreterst

Beamanan Susunan OrganSas yang teiah Glentukan maky pelaksarsar sepEtar
* Memtust dan mengumpulkan data

4 Menenma cata lalu menghonsep data

3 Mengorsks konsep data dan menyerahkan hasi konsep data e PPN

Fermbariy
€ Mengeorekw hasd konsep data dan menyerahkan hasiinya ke atasan PPID

5 mmmhﬁmrﬂqﬂlmuﬂuﬁ“hnﬂ

€ Bdang pelayanan informas: dan Dokumentas mengakses dats ke publik
Datern peighsanaan laysnan informas publik  khususnya Jarngan Dok umentas
gdan informas Produk Hubum Biro Hukum berkenasama dan berkoiaboras dengan
Dngs Komunikasl Infromasi dan Statistk Provinel Lampung Untua server dan
perangkat penuryang utema bersda di Dinas Komunias: Informasi dan Stalistik

Provinsi Lampung
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# INFORMAS| YANG DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA
(sesuai ketentuan pasal & Undang- Undang Momor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomar 1

Tahun 2010 tertang Standar Layanan informasi Publik).

< INFORMASI YANG WAJIE TERSEDIA SETIAP SAAT

(sesuai ketentuan pasal 11 Undang- Undang 14 Tahun 2008 fentang
Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 13 Peraturan Komisl Infarmasi Nomar 1
Tahun 2010 tentang Standar Lavanan Informasd Publik)

< INFORMASI YANG WAJIE DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA

(sesuai ketentuan pasal 10 Undang- Undang Momor 14 Tahun 2008 tentang
Keterhukaan Informasi Publik dan pasal 12 Peraturan Komisi Infarmasi Nomar 1

Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informas: Publi )

. Kategori Informasi yang Dikecualikan

Sefiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik

untuk mendapatkan Informasi Publik, kacual,

a (Informas: Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemaohon informasi
Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu nformasi yang
dapat.

. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberkan kepada Pemohon Infarmasi
Publk dapat mengoanggl kepentingan perindungan hak atas kekayaan
intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sahat,

_ |nformasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon informasi
Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu.

 Informasi Publik yang apabia dibuka dan diberikan kepada Pemahon Informasi
Publik dapal mengungkapkan kekayaan alam Indanesia,
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informasi Publis yang apabila dibuka dan dibankan kepada Pemohan Infarmas:
Publk, dapat merugikan ketahsnan akanomi nasicnal

Informasi Publik vang apabils dibuks dan dibedkan kepads Pamahon Informadn
Publi&, dapal marugikan képentingan hubungsan ks neged

Informasi Publik yang apabila dibuka dapal mengungkapkan isl akia otentik
vang bersifal pribadi dan kemauan terakhir ateupun waskal sessarang,

Informasi Publik vang apabila dibuka dan dsbenkan kepads Pemonon Informas:
Publik dapal mangungkap ranasia pribad) |

memorandum atayu surat surat antar Badan Publik atau mira Badan Publik, yang
menuret sifalnya dirahasakan kecuali atas putusan Komise Informas atau
pengaddan;

wifarmas: yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UndangUndang.

D. Jumiah Permintaan Informasi dan Wakiu Pemenuhan Informasi:

1

Parminiaan Informasi Fublik yang dikabulkan

Sepanjang Tahun 2021 seiurub permintaan dokumaniasi dan Informasi Publik
datam bentuk Produk Hukum Daerah yang dimohonkan pada Bira Hukum
Sekretariat Daerah Proving: Lampung semua ditindsk lanjuti dan dikabulkan
kecual informasi dan dekumentasi produk hukum daerah yang tidak tersimpan

daltam arsip Biro Hukum

Begitu puta dengan permohonan informasi dokumentasi perencanaan, program
kegiatan dan evaluasi kegialan, yang dilakukan oleh Birg Hukum Sekretaria

Caerah Pravinsi Lampung semua dipenuhi dalam bentuk

= Hard copy dan soft copy praduk hukum daerah

- Hard copy dan scfl copy pelaksanaan perencaaan program dan kegiatan
serta evaluasi kegiatan Bire Hukum

- Informasi public metalul berbagai media sosial yang diketola

Permintaan Informasi Publik yang dilolak
Sepanjang tahun 2021 tidak ada permohoan informasi public yang o tolak sleh
Biro Hukum Sekretariat Daesan Proving: Lampung.
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Sl Tahun 202 PID Pmaats pc 5 ik Skt Osran P
Lampung belum pernah menerima aduan melalui websita SPAN Lapor Peiayansn
informasi pubkk yang dilakukan oleh PPID Pembantu pada Biro Hukum Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang
dilakukan secara online (melalui SIP-PPID) dan offine (melaius desk layanan)

Permohonan yang dilakukan melalu SIP-PPID dapat secara langsung di akses olsh
masyarakal luas melalu nngan inlernet,

F. Sarana Penunjang Layanan Informasi Publik

Pelayanan Informasi Publik cilakukan setiap hari kera yaitu pada hari Senin sid
Jumat Pukul 08.00-15.00 dan diuar jam kerja layanan informasi dapat dajukan
metaiui email maupun media sosisl yang dimiliki dan dikelola oleh Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provingi Lampung diantaranya,

1. Website dan Email
EW:JBIH:MMMMQ

@ Email birchukumlampung@gmail com
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U Facebook. hukumlampung

3. Papan Informasi

Tersedia papan informasi yang disediakan dalam rangka pemenuhan (nformasi
publik diantaranya.

= 3 Papan Informasi : Daftar Perda Provinsi Lampung Tahun 2010 sid 2021

# 5 Papan Informasi Standar Operasional Prosedur (SOP) penyusunan
Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Register
Perda Kabupaten/Kota

G. Kendala Layanan Informasi Publik
Khusus pelayanan informas: publik © Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
pada Biro Hukum pada saat ini sedang mengalami masalah teknis terkait oata
produk hukum daerah yang emor. Saat ini sedang dalam proses perbaikan, proses

perbaikan akan memakan waktu cukup lama karena hampir sebagian data produk

hukum yang efror
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BAB IV
KESIMPLULAN DAN SARAN

A. KESIMPLLAN

Pelaksanaan Layanan Informasi Publik yang dikelola oleh Biro Hukum Sekretariat
Daerah Provins: Lampung sepanjang Tahun 2021 secara umum telah baralan
dengan batk namun diakui masih lerdapatl kendala lerkal data produk Hukum
daerah yang saal ini mengatami masalah dan sedang dalam proses perbalkan

Biro Hukum Provinsi Lampung beriekad untuk terus melakukan perbaikan perbaikan

serta pengambangan pengelolaan informasi dan dokumentas: kearah yang lebih
bak

B. SARAN

Sebagal hindak lanjul untuk meningkatkan kualitas layanan informasi direncanakan
hal-hal sebagai berikut:
1. Penambahan SDM yang menangani Pelayanan JOIH dan Informasi Pubiik

2 Peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah maupun lerkait dan juga
pemenntah pusat lerkail.

3. Penyediaan Ruang Perpustakaan Hukum.
4. Pengusulan untuk pemenuhan sarana prasarana penunjang
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KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM BEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI LAMPFUNG

NOMOR : 800/114 /03 / 2022
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMAS] DAN DOKUMENTASI

(PPID) PEMBANTU PADA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Dasar * bahwa untuk melaksanakan Keputusan Gubernur Lampung
Nomor G/276/V.14/HK/2017 perlu menunjuk Pejabat Pengelola
Informast dan Dokumentagi (PPID] pada Biro Hukum Sekretanat

Daerah Proving: Lampung;

MEMUTUSKAN:

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPLD) pada
Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinet Lampung dengan susunan
peraonalia schagaimana tercantum pada Lampiran | keputusan ini

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Pembantu
sehagimana dimaksud diktum kesatu mempunyal tugas sebagai
berikut:

a, melakukan pengumpulan, pengolahan, wvernfikasi bahan/data
bahan/data pelaksanaan kegiatan bulanan, semesteran dan
tahunan sebagai baban penyusunan laporan kegiatan Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID] Biro Hukum Seidaprow.
Lampung;

b. melakukan pemutakhiran bahan /data informas: dan dokumentasi
kegiatan

c. memberikan pelavanan informasi kepada publik vang berkaitan
dengan bahan /data kegiatan

d. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (FPID) kepada Pejabat Pengelola [nformasi dan
Dokumentas (PPID} Dama;

EETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelala Informasi dan
Dokumentasi (PPID] sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesat
melaporkan hasil pelaksansannya dan bertanggungawab kepada
Kepala Biro Hukum Sekrtarnat Daerah Provinsi Lampung selaku
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan  Dokumentasi  [PPID)

Pembantu

KEEMPAT : Biava vang dikeluarkan akibat pelaksansan kegiatan Pengelolaan
Informasi dan Dokumentasi Bire Hukum Sekrtariat Daerah Provinsi

Lampung dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Lampung pada anggaran Biro Hukum Sekrtariat
Daerah Provinsi Lampun.
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HELIMA o Reputusan ini mulai berlaku  pada  wanggal ditetapkan, dengan
ketentunn apabila dikemudinn harl termvata terdapat Keleeliruan

dalam Keputusan ini akan dindakan pembetulan  sebagaimana
mestinva,

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal |\ Februard 2022

BIRD HUKUM,

Tembausan
z?:mmm Dacrah Provinsi Lampung;
Kepala Chinas homunikas: Informasi dan Statistik Provinsi Lampung di Telukbetumg.

1
2
3. Masing-masmg Anggota Tim yang bersanizkutan
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LAMPIRAN : KETUTUSAN KEPALA BIRD HUKLIM
NOMOR B0 /14 /03 /2022

TANCCIAL . I Febrvars 2022

SUSUNAN PERSONALIA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
[FPID) PEMBANTU PADA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI

LAMPUNG
i Atazan PPID Repala Biro Hukum Sekretans Daerah  Provinsd
Lampung
i PPID Pembantu Kabag Bantuan Hulcum
. Sekretans Analis hukum ahli muda Sub Keoordinator Substansi
Dokumentasi Hukum
V. Koordinator Kepala Sub Bagian Tata Usaha

t '
Anggota * 1. Analis Hukum Ahli Muda Sub Kordinator Substansi

Binwas Produk Hulum Wil |

2. Analis Hukum Ahl Muda Sub Kordinator Substansi
Hinwas Produk Hulkum Wil 11

Jd. Analis Hukum Ahli Muda Sub Kordinater Substansi
Binwas Produk Hulkum Wil (11

4. Analis Hukum Ahli Muda Sub Kordinator Substansi
Litigasi

3. Analis Hukum Ahli Muda Sub Kordinator Substans
Non Litigasi

6. Perancang Peraturan Perundang undangan Sub
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